
WALIKOTA PAGAR ALAIU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAMNoMoR :" TAHUN 2017

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGANpEMERINTAH KorA pncen alanr"^'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IyIAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

a' bahwa dalam rangka tertib, eftsiensi dan efektifitas
administrasi pen3'elenggaraan pemerintahan serta
perubahan nomenklatur perangkat Daerah, perlu
dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata.
naskah d-inas Di Lingkungan pemerinta-h Kota pagar
Alam;

b' bahwa peraturan walikota pagar Alam Nomor 16
Tahun 2oll tentang pedoman Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan pemerintah Kota pagar Alam sud.ah tidak
sesuai dengan . perkembangan organisasi dan
peraturan perundang_undangan 

;

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurlf b, perlu
menetapkan peraturan walikota iagar Alam tentang
Tata Naskah Dinas Di. Lingkungan pemerintah Kota

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 0B Tahun
2001 tentang pembentukan Kota pagar Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a1i5);

mbang

Mengingat



4.

2.

3.

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2OO9 tentang Bendera,. Bahasa, Lambang Negara serta
Lagu Kebangsaan '(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Incionesia Nomor 5035);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor S Tahun
2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SagS);

Undang-Undang gepubiik Indonesia Nomor 23 Tahun
20l4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
nomor 5587) slbagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Tg\;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2076 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20t6 Nomor Il4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5879);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Instansi Pernerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 nomor 69);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45

Tahun 2OLO Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata

Naskah Dinas di Lipgkungan Femerintah Provinsi

Sumatera Seiatan;

5.

6.

8.



9.
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Peraturan Daerah Kota pagar Alam Nomor
2016 Tentang pembentukan dan Susunan
Daerah Kota Pagar Alam;

8 Tahun

Perangkat

fapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud d.engan:

1. Pemerintah Kota adalah pemerintah:Kota pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota pagar Alam.
3. wakil walikota adalah wakil walikota'pagar Alam.
4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kota pagar

Alam.

5. organisasi Perangkat Daerah (opD) adaiah unsur
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah/
wakil Kepala, DPRD dan satuan Kerja perangkat Daerah
(sKPD)

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ada_lah perangkat

Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan d.aerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. unit Pelaksana Teknis Daerah (uprD) adalah unsur
Pelaksana operasional Dinas atau Badan untuk
melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan di
lingkungan Pemerintah Kota pagar Alam.

8. Kewenangan adalah kekuasaan yang merekat pada suatu
jabatan.

9. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat

dibawahnya.

10. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh

atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas

tertentu atas nama yang memberi mandat.
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11. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban
dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat utuk
menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan
kewenangan pada jabatanya.

12. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan
oleh Pejabat yang berwenang di ringkungan pemerintah

Kota Pagar Alam.

13. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis
yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan,
pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan
naskah dinas serta media yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan.

14. Format adalah susunarl dan bentuk naskah yang
menggambarkan tata letak dan redaksional serta
penggunaan lambang negara, logo, dan stempel dinas.

15. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan
susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan
ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan bersama Dewan perwakilan Ralqyat Daerah
untuk mengatur urusan otonorni daerah dan tugas

16. Peraturan walikota. adalah naskah 'dinas 
dalam bentuk

dan susunan produk .hukum yang .bersifat pengaturan
ditetapkan oleh Walikota

17. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk
dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan
ditetapkan oleb- dua-atau lebih Kepala Daerah.

18. Keputusan walikota adalah naskah dinas dalam bentuk
dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan,

individual, kongkrit dan final
19.Instruksi Walikota adalah naskah d.inas yang berisikan

perintah dari walikota kepada bawahan untuk
melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan.

20. Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam

bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat
penetapan, individual, kongkrit dan final.
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21. surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi
pemberitahuan penjelasan dan/atau petunjuk cara
melaksanakan 1].1 tp$entu yang dianggap dan mendesak.

22' surat Biasa adarah naskah dinas yang berisi
pemberitahuan, pernyataan permintaan jawaban atau
saran dan sebagainya.

23. surat Keterangan -adalah naskah dinas yang berisi
pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk
menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

24. surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang
ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk
melaksanakan pekerjaan tertentu"

25. surat Izin adalah naskah, dinas yang berisi persetujuan
terhadap suafu permohonan yang dikeruarkan oreh
pejabat yang ber-wenang.

26. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi
kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih
untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum
yang teiah disepakati besama

27. Surat Perintah T\rgas adalah naskah d.inas dari atasan
yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan
fungsi.

28. surat Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat
yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu
untuk melaksanakan perjalanan dinas.

29. surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang

d.engan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan
tertentu dalam rangka kedinasan.

30. surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisi undangan kepada peiaUatTpegawai yang

tersebut pada alamat tujuan untuk'menghadiri suatu
acara kedinasan

31. Surat Keterangan Melaksanakan T\.:gas adalah naskah

dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan

bahwa seorang pegaw_ai telah melaksanakan tugas.



32. Surat panggilan adalah naskah dinas
berwenang berisi panggilan kepada
untuk menghadap.

dari pejabat yang

seorang pegawai

33. Nota Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang bersifat

. internai berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau
dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada
atasan.

34. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah
dinas unuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada
atasan.

35. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang beris-i pehrnjuk tertulis kepada bawahan.

36. Telaahan staf adatah naskah dinas dari bawahan kepada
atasan antara lain berisi anarisis pertimbang€ul, pendapat
dan saran-saran secara sistematis.

37. Pengumuman -adardh naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.

38. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada
atasan yang berisi keterangan atau catatan tentang
sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan
kedinasan.

39. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu
hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan"

40. surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan
jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

41. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untr:k
mengund.angkan Peraturan Daerah.

42.Benta Daerah adalah naskah dinas yang berisi keterangan
atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.

43. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan
atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.

44. Nohrla adatah naskah dinas yang memuat catatan proses

sidang atau rapat.

45. Memorandum adalah naskah dinas dari pejabat yang

berwenang berisi cata"tan tertentu.

46. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang

yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.



47. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau
keteladanan yang telah diwujudkan.

48. surat Tanda Tamat pencridikan dan pelatihan disingkat
srrPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti
seseorang telah lulus pendidikan cran pelatihan tertentu.

49. sertifikat adalah naskah d.inas yang merupakan tanda
bukti seseorang terah mengikuti kegiatan tertentu.

50. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu
naskah dinas.

51. Pencabutan adarah suatu pernyataan tidak berlakunya
suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan
tersebut.

52. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas
dianggap tidak pernah dikeluarkan.

BAB II

TUJUAN

pasat 2

Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Kota pagar
AIam disusun d.engan tujuan:
a' sebagai panduan dalam penyelenggaraan tata naskah

dinas di tingkungan pemerintah Kota pagar Aiam; dan
b. Memperlancar tata komunikasi kedinasan d.alam bentuk

tulisan di lingkungan pemerintah Kota pagar Alam
maupun antar Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Kota pagar

Alam terdiri atas:

a. Naskah Dinas Arahan;

b. Naskah Dinas Korespondensi;

c. Naskah Dinas Khusus;
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Bagian Ketiga

Naskah .Dinas Korespodensi

Pasal 8
Naskah Dinas Korespondensi sebagaim.ana dimaksud pada
Pasal 3 huruf b, terdiri a_tas :

a. Naskah Dinas Korespondensi Intern;
b. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern; dan
c. Surat Undangan.

Pasai 9
Naskah Dinas Korespondensi Intern sebagaimana d.imaksud
pada Pasal 8 huruf a, terdiri atas :

a. Nota Dinas;

b. Memorandum.

Pasal 10

Naskah Dinas Korespond.ensi Ekstern sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 huruf b, adalah Surat Dinas.

Bagran Keempat

Naskah Dinas Khusus

Pasal I 1

Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud. pada pasal 3
huruf c, terdiri atas :

a. Surat Perjanjian;

b. Surat Kuasa;

c. Berita Acara;

d. Surat Keterangan;

e. Surat Pengantar; dan

f. Pengumuman.

Bagran Kelima

Naskah Dinas Lainnya

Pasal 12

Naskah Dinas Lainnya sebagaimana dirnaksud pada pasal 3

huruf d, terdiri atas:



e.

f.

ob'

h.

i.

c. Rekomendasi;

d. Radiogram;

Surat Keterangan Melaksanakan T\.rgas;

Surat Panggilan;

Sertifika! dan

Piagam Penghargaan

Bagian Keenam

Laporan

Pasal 13

Naskah Dinas Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal S

huruf e, ad.alah naskah dinas dari bawahan kepada atasan
yang berisi informasi - dan pertanggungjawaban tentang
pelaksanaan tugas kedinasan.

Bagian Ketujuh

- Tqlaahan Staf

Pasal 14

Naskah Dinas Telaatran staf sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 huruf I adalah naskah dinas dari bawahan kepada
atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat,

dan saran-saran secara sistematis.

Bagran Kedelapan

Naskah Dinas Elektronik

Pasal 15

Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal

3 huruf g, diatur dalam Peraturan Walikota Pagar Alam.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai:

a. Jenis dan Format Naskah Dinas;

b. Penyusunan dan Penyelenggaraan Naskah Dinas; dan

c. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan Naskah Dinas



I

- 11-

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Peraturan
Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 20ll tentang Pedoman
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang, mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 23 Mei 2OL7

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASIIINI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal : 2Al7

SEI(RETARIS DAERAII KOTA PAGAR AI,AM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2OL7 NOMOR 7


